BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM SKPD

Kecamatan Bontomatene yang berada pada arah Utara Kabupaten Kepulauan Selayar dan merupakan Kecamatan yang terluas wilayahnya diantara semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan nama Ibukota Batangmata berkedudukan di Kelurahan Batangmata. Kondisi topografi Kecamatan Bontomatene sebagian besar terdiri dari perbukitan untuk wilayah bagian timur dan wilayah bagian barat sebagian datar dan sebagian perbukitan dengan luas wilayah Kecamatan 199,11 Ha. Adapun batas wilayah Kecamatan Bontomatene sebagai berikut :
· Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Selayar
· Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores
· Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Buki
· Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Bontomatene terbagi atas 12 (dua belas) wilayah Desa dan 2 (dua) Kelurahan terdiri dari (Desa Maharayya, Desa Onto, Desa Bontona Saluk, Desa Kayu Bauk, Desa Tanete, Desa Pamatata, Desa Bungaiya, Desa Barat Lambongan, Desa Tamalanrea, Desa Menara Indah) dan  Kelurahan Batangmata, Kelurahan Batangmata Sapo.
B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI SKPD

1. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bontomatene, sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Camat, Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi pada Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Selayar, yang merupakan hasil penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka struktur organisasi Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas :
a. Camat;
b. Sekretaris Camat;
c. Kasi Pemerintahan;
d. Kasi Kesejahteraan Sosial;
e. Kasi Ekonomi dan Pembangunan;
f. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
g. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
h. Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum;
i. Kasubag. Program dan Keuangan;  

Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi di bawah ini:
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· Jumlah Pegawai
Secara umum  kondisi Kepegawaian Kecamatan Bontomatene sudah mencukupi, karena tingkat jabatan sudah terisi semua. Adapun jumlah pegawai Kecamatan Bontomatene yang terdiri dari : PNS, Tenaga Kontrak/PTT, dan Tenaga Sukarela dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini: 
TABEL  1
JUMLAH PEGAWAI KECAMATAN BONTOMATENE
	
NO

	STATUS PEGAWAI
	JUMLAH
	KETERANGAN

	1
	2
	3
	4

	
1.
	
PNS

	
 19 Orang
	

	
2.
	
Tenaga Kontrak 
	
26 Orang
	
SK Bupati Kepulauan Selayar


	
JUMLAH
	
45 Orang

	



· Kualifikasi Pendidikan
Kualifikasi atau tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Bontomatene kebanyakan adalah Sarjana yang selebihnya merupakan lulusan SMA. Adapun Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Bontomatene dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini :
TABEL 2
TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI KECAMATAN BONTOMATENE
	
NO

	TINGKAT PENDIDIKAN
	JUMLAH
	KETERANGAN

	1
	2
	3
	4

	
1.
	
S2
	
1 Orang
	

	
2.
	
S1
	
9 Orang
	

	
3.
	
D4
	
-
	

	
4.
	
D3
	
1 Orang
	

	
5.
	
D2
	
-
	

	
6.
	
D1
	
 - Orang
	

	
7.
	
SMA
	
7 Orang
	

	
8.
	
SLTP
	
1 Orang
	

	JUMLAH

	19 Orang
	



· Pangkat dan Golongan
Dari ke 27 Pegawai Kecamatan Bontomatene, 1 Orang golongan IV, 11 Orang golongan III, 13 Orang golongan II dan 2 Orang golongan I. Berikut ini Data Pangkat dan Golongan Pegawai Kecamatan Bontomatene sesuai Tabel di bawah ini :
TABEL 3
DATA PANGKAT DAN GOLONGAN PEGAWAI KECAMATAN BONTOMATENE
	
NO

	TINGKAT PENDIDIKAN
	JUMLAH
	KETERANGAN

	1
	2
	3
	4

	
1.
	
Pembina Tk.I,  IV/b
	
- Orang
	

	
2.
	
Pembina,  IV/a
	
1 Orang
	

	
3.
	
Penata Tk.I,  III/d
	
3 Orang
	

	
4.
	
Penata, III/c
	
4 Orang
	

	
5.
	
Penata Muda Tk.I, III/b
	
2 Orang
	

	
6.
	
Penata Muda,  III/a
	
2 Orang
	

	
7.
	
Pengatur Tk.I,  II/d
	
3 Orang
	

	
8.
	
Pengatur, II/c
	
1 Orang
	

	
9.
	
Pengatur Muda Tk.I, II/b
	
1 Orang
	

	
10.
	
Pengatur Muda, II/a
	 
1 Orang
	

	
11.
	
Juru Tk. I, I/d
	
1 Orang
	

	JUMLAH
	19 Orang
	



· Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Dari segi pendidikan yang disandang pejabat struktural yang ada di Kecamatan Bontomatene dapat dilihat bahwa pejabat struktural berlatar belakang pendidikan sarjana sesuai dengan analisis jabatan yang telah dibuat oleh Bupati. Adapun data jumlah Pejabat Struktural Kecamatan Bontomatene sebagaimana tabel di bawah ini :



TABEL 3
DATA JABATAN STRUKTURAL DAN PENDIDIKAN PEGAWAI KECAMATAN BONTOMATENE

	
NO

	JABATAN STRUKTURAL
	JUMLAH
	PENDIDIKAN

	1
	2
	3
	4

	
1.
	
Camat 
	
1 Orang
	
Sarjana ( S1 )

	
2.
	
Sekretaris Camat
	
1 Orang
	
Sarjana ( S1 )

	
3.
	
Kasi Pemerintahan
	
1 Orang
	
Sarjana ( S1 )

	
4.
	
Kasi Keamanan dan Ketertiban
	
1 Orang
	
Sarjana ( S1 )

	
5.
	
Kasi Ekonomi dan Pembangunan
	
1 Orang
	
Sarjana ( S1 )

	
6.
	
Kasi Kesejahteraan Sosial
	
1 Orang
	
Sarjana ( S1 )

	7.
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	
1 Orang
	
Sarjana ( S1 )

	
8.
	
Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum
	
1 Orang
	
Sarjana ( S1 )

	
9.

	
Kasubag. Progran dan Keuangan
	
1 Orang
	
Diploma ( D3 )

	
JUMLAH

	
 9 Orang
	


               
2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Camat, Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi pada Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Selayar Kabupaten yang merupakan hasil penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. 
1. Tugas Pokok Kecamatan
Camat mempunyai tugas Pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di wilayahnya, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2.  Fungsi Kecamatan
Untuk melaksanakan tugasnya camat mempunyai fungsi	:
1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di  tingkat Kecamatan ;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa ;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan /atau belum dapat dilaksanakan pemerintah desa ;
8. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan ;
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LPPD.

1. Maksud Penyusunan LPPD

Maksud disusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan Bontomatene Tahun 2023 adalah memberikan laporan tentang penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Prima kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Bontomatene yang dilaksanakan satu tahun sesuai yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif  mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.
2. Tujuan Penyusunan LPPD

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kantor Kecamatan Bontomatene adalah :
a. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
b. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik.
c. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya;
d. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
e. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan clean government menuju good governance, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, tranparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.







D. SISTEMATIKA PENULISAN
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan sistematika sebagai berikut :
	BAB I
	PENDAHULUAN, 
A. Gambaran Umum SKPD
B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LPPD
D. Sistematika Penulisan

	BAB II
	URUSAN YANG DILAKSANAKAN
A. Urusan Wajib
B. Realisasi

	BAB III
	PENUTUP

















BAB II

URUSAN YANG DILAKSANAKAN

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, Camat melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah, yang meliputi aspek:

A. URUSAN WAJIB.

Adapun urusan Wajib yang dilaksanakan Kecamatan Bontomatene adalah sebagai berikut
1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yaitu :
a. Pemberian rekomendasi Pendirian dan Pencabutan izin satuan Pendidikan.
b. Pengawasan Pendayagunaan bantuan sarana dan Prasarana Pendidikan.
c. Koordinasi Perencanaan Kebutuhan Pendidikan dan tenaga Kependidikan.
d. Pembinaan dan Pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal di wilayah Kecamatan.
2. Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan yaitu :
a. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan awal, serta pelaporan kejadian luar biasa ( wabah penyakit menular/tidak menular), skala kecamatan.
b. Penyelenggaraan pencegahan dan pelaporan pencemaran lingkungan skala kecamatan.
c. Penanggulan awal dan pelaporan gizi buruk.
d. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas tenaga kesehatan di wilayah kecamatan;
e. Mengkoordinasikan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat perilaku hidup sehat dan pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), desa siaga, posyandu, polindes, UKK.
3. Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum yaitu :
a. Usulan penetapan status jalan kabupaten / desa;
b. Pemberian izin Pemanfaatan  bahu jalan;
c. Pengawasan pelaksanaan pembangunan prasarana dan prasarana bidang pekerjaan umum;
d. Pengkoordinasian dan pelaporan kejadian bencana terkait bidang pekerjaan umum di wilayah kecamatan;
4. Urusan Pemerintah Bidang Perumahan yaitu :
a. Pengawasan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana bidang perumahan.
b. Pengkoordinasian dan pelaporan kejadian bencana bidang perumahan diwilayah kecamatan;
c. Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bangunan permanen dan non permanen di Kecamatan;
d. Pelayanan dan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kecamatan / desa.
5. Urusan Pemerintah Bidang Penataan Ruang yaitu :
a. Pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kecamatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
b. Pemberian rekomendasi dan pertimbangan pemanfaatan, serta pengawasan ruang di wilayah kecamatan.
6. Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan Pembangunan yaitu :
a. Koordinasi perencanaan pembangunan kecamatan/desa berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan pemerintah kabupaten.
b. Pelaksaanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kecamatan.
7. Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yaitu :
a. Koordinasi pengendalian dan pengawasan pelestarian lingkungan hidup.
b. Usulan penetapan kawasan yang berisiko bencana. 


8. Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan yaitu :
a. Pendataan dan pengawasan tanah-tanah pemerintah diwilyah kecamatan;
b. Pemberian rekomendasi penertiban, dan pengawasan pemanfaatan lahan tanah. 
9. Urusan Pemerintah Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu:
a. Koordinasi pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pindah penduduk.
b. Penyelenggaraan pendataan, pendaftaran penduduk dan pelaporan skala kecamatan meliputi :
· Pendaftaran/pelaporan berkala perubahan alamat;
· Pendaftaran/pelaporan berkala pindah/datang penduduk;
· Pendaftaran WNI / tinggal sementara;
· Penatausahaan pendukung penertiban dokumen penduduk.
d. Pelayanan penertiban surat keterangan ahli waris; 
10. Urusan Pemerintah Bidang Sosial yaitu :
a. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah social skala kecamatan.
b. Penangulangan dini dan pelaporan korban bencana skala kecamatan;
c. Pendataan penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial, terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan dan tidak mampu.
11. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenaga Kerjaan, yaitu:
	     a. Pendataan dan perencanaan tenaga kerja skala Kecamatan.
12. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Dan UKM, yaitu:
    a. Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM skala   Kecamatan
13. Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan yaitu :
a. Penyelenggaraan Perlindungan, pengembangan dan Pemanfaataan kebudayaan meliputi ;
· Penanaman nilai – nilai tradisi serta pembinaan watak dan budi pekerti bangsa;
· Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
· Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait dengan pengembangan lembaga adat dan masyarakat.
b. Penyebarluasan informasi sejarah local.
14. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah raga,  yaitu:
1. Kepemudaan
· Penyebarluasan informasi sejarah lokal;
· Koordinasi pembinaan bidang kepemudaan skala kecamatan;
· Pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan.
2. Olah raga
· Koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan skala kecamatan.
15. Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri,yaitu:
a. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan,  dan Desa /  Kelurahan;
b. Perencanaan di bidang ketahanan idiologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, Nilai – nilai sejarah Kebangsaan, penangan konflik pemerintahan dan konflik sosial skala Kecamatan. 
16. Urusan Pemerintah Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yaitu :
1. Pemerintah Umum terdiri atas :
a. Pembinaan wilayah pemerintahan desa
· Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar Desa / Kelurahan di Kecamatan;
· Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konplik antara Desa di wilayah Kecamatan;
b. Trantibum dan Linmas
· Koordinasi penegakan perda/peraturan bupati di wilayah kecamatan;
· Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat skala Kecamatan.
c. Koordinasi dan fasilitasi pencegahan serta penanganan bencana dan kebakaran skala Kecamatan
2. Administrasi Keuangan Daerah terdiri atas :
a. Pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lainnya, yaitu :
· Retribusi daerah pelayanan pasar kecamatan;
· Retribusi daerah pelayanan persampahan;
b. Koordinasi pendataan dan pelaporan asset daerah di wilayah Kecamatan.
17. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu: 
a. Pemerintahan Desa terdiri atas :
· Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan dan pengawasan administrasi pemerintahan Desa di wilayahnya;
· Pembinaan, pengawasan dan fasilitasi Badan Permusywaratan Daerah (BPD) di wilayahnya;
· Evaluasi monitoring fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan APBD desa, laporan pertanggung jawaban APBD Desa di wilayahnya;
· Fasilitasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) kepala desa dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) di wilayahnya;
b. Penguatan Pengembangan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat :
· Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan dan pelaporan data profil Desa di wilayahnya;
c. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat 
· Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan dan pelaporan data profil Desa di wilayahnya;
· Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan skala Kecamatan;
d. Koordinasi dan Fasilitasi Gerakan PKK Skala Kecamatan.
B. REALISASI 
Dilihat dari Program dan Kegiatan   diketahui Realisasi Keuangan yang dicapai selama satu tahun pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bontomatene. Adapun realisasi capaian  Kinerja Keuangan pada Kecamatan Bontomatene dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :
         Jumlah Anggaran Kecamatan Bontomatene Tahun 2023 sebesar  Rp. 16.361.860.000,-, terealisasi sebesar RP. 16.3661.860.000,- atau 100 %  dengan rincian anggaran dan realisasinya sebagaimana Tabel di bawah ini : 
INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA

	No
	Uraian
	Anggaran ( Rp )
	Realisasi (Rp)
	Prosentase
( % )

	1
	2
	3
	4
	

	1.
	Belanja Tidak Langsung
	15.655.500.000
	15.655.500.000
	100

	2.
	Belanja Langsung 
	706.360.000
	706.360.000
	100

	
	a. Belanja Pegawai
	120.000.000
	120.000.000
	100

	
	b. Belanja Barang dan jasa 
	454.360.000
	454.360.000
	100

	
	c. Belanja Modal
	132.000.000
	132.000.000
	100

	Jumlah 1 + 2
	16.361.860.000
	16.361.860.000
	100




Berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran ( DPA ) Kecamatan Bontomatene Tahun 2023 bahwa Jumlah Anggaran Awal adalah sebesar Rp. 706.360.000,-  ( Tujuh Ratus Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ) dan tidak mengalami Perubahan Anggaran Keuangan  (PAK) sehingga tetap sebesar Rp. 706.360.000,- (Tujuh Ratus Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ) , Indikator dan tolak ukur kinerja Kantor Kecamatan Bontomatene berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.
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PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN BONTOMATENE
TAHUN 2023

	NO
	PROGRAM / KEGIATAN
	INDOKATOR KINERJA PROGRAM(OURCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)
	TARGET 
KINERJA
	ANGGARAN
	REALISASI
	KETERANGAN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
1.

	
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan 

4. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah. 

	
Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran


Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia.


Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia.


Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti.
	
100 %



27 Orang


12 Bulan



12 Bulan



256 Kali
	




244.860.000,-


12.000.000,-



5.000.000,-



68.000.000,-
	



244.860.000,-


12.000.000,-



3.000.000,-


         68.000.000,-
	

	
2.
	
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


	
Persentase Keterpenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur


	
100 %

	
	
	



	1
	 2
	3
	4
	5
	
	6

	
	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional

2. Pengadaan peralatan gedung kantor

3. Pengadaan Mobiler

4. Pemeliharaan rutin / berkala         peralatan gedung kantor

5. Pemeliharaan Rutin / Berkala mobil jabatan

6. Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas / operasional

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor



	Lancarnya tugas kedinasan


Lancarnya tugas kedinasan




Masa usia pakai peralatan gedung kantor

Jumlah mobil jabatan 


Masa usia pakai gedung kantor meningkat

Masa usia pakai peralatan gedung kantor
	2 Unit


8 Unit


57 Unit

1 Paket


1 Unit


4 Unit


20 Unit



	40.000.000,-


49.000.000,-


43.000.000,-

      5.000.000,-


15.000.000,-


4.000.000,-


5.000.000,-
	40.000.000,-


 49.000.000,-


  43.000.000,-

    5.000.000,-


  15.000.000,-


    4.000.000,-


    5.000.000,-



	

	
3.
	
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

	
Persentase Disiplin  Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya

Jumlah pakaian seragam
	
100 %


120 set
	



25.000.000,-
	


  25.000.000,-
	

	
	
	
	
	
	
	

	
4.
	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

	
Persentase SDM Aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya


Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat
	
100 %



7 kali
	




31.500.000,-
	


   
  31.500.000,-
	







	
5.
	
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan.

	
Jumlah administrasi kependudukan yang ditata.

Cakupan data / laporan bulanan informasi kependudukan yang tersedia.

	
100 %


1 Laporan



	



7.000.000,-



	


7.000.000,-



	







	
6.
	
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

1. Pelaksanaan HUT Proklamasi RI


2. Pelaksanaan Hari Jadi Selayar & Hari Besar Nasional

3. Seleksi tilawatil Quran
	
Jumlah Nilai budaya/nilai sejarah yang dikembangkan

Terciptanya rasa kebangsaan terhadap tanah air

Terwujudnya pemahaman terhadap nilai-nilai budaya & sejarah

Meningkatnya pengetahuan ilmu keagamaan dan minat baca Al-Quran


	
100 %


1 Kali


1 Kegiatan


1 Kali
	



20.000.000,-


15.000.000,-


15.000.000,-



	



20.000.000,-


15.000.000,-


15.000.000,-
	









	
7.
	
PROGRAM PENINGKATAN KENYAMANAN DAN KEAMANAN LINGKUNGAN

1. Pengawasan, pemantauan dan penertiban hewan ternak

2. Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Illegal loging/Illegal ffishing
	
Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan yang ditingkatkan

Penanggulangan hewan ternak yang tertib 

Terpeliharanya pemantauan dan pengawasan illegal loging/illegal fishing
	
100 %



12 Desa/Kel



12 Desa/Kel

	




7.000.000,-



7.000.000,-

	




7.000.000,-



7.000.000,-

	

	
8.
	
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN

1. Pelaksanaan pos pelayanan teknologi tepat guna
	
Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan


Meningkatnya pos pelayanan teknologi tepat guna


	
100 %



12 Desa/Kel
	




  
  7.000.000,-

      

	





 7.000.000,-

    

	





	
9.
	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

1. Penunjang operasional pelayanan izin usaha mikro
	
Persentase pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah


Terlaksananya perizinan bagi usaha mikro kecil 
	
100 %




12 Bulan
	





7.000.000,-
	





7.000.000,-
	





	
10.
	
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUNAN DESA

1. Musrenbang Kecamatan



2. Pelaksanaan Lomba Desa / Kelurahan


3. Pembinaan Lanjutan Kecamatan Sehat

4. Pembinaan pemuda dan olahraga


	
Persentase partisipasi masyarakat dalam membangunan desa yang ditingkatkan

Laporan / Dokumen Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan yang tersedia.

Data hasil lomba Desa/Kelurahan yang refrensentatif


Terwujudnya pelaksanaan pembinaan lanjutan Kec. Sehat.

Meningkatnya minat olahraga
	
100 %


1 Dokumen



1 Kali



1 Kali


12 Desa/Kel
	




20.000.000,-



7.000.000,-



10.000.000,-


15.000.000,-
	




20.000.000,-



7.000.000,-



10.000.000,-


15.000.000,-


	














	
11.
	
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

1. Pembinaan APB Desa

	
Jumlah Desa yang difasilitasi dan dibina dalam Keuangan Desa


Fasilitasi APB Desa yang dibina

	
100 %



10 Desa
	




5.000.000,-

	




5.000.000,-

	

	
12.
	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

1. Penunjang Operasional PKK Kecamatan

	
Jumlah Keluarga yang diberdayakan


Terlaksananya program PKK Kecamatan
	
100 %

1 Kegiatan
	


10.000.000,-
	


10.000.000,-
	

	
13.
	
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

1. Koordinasi Pelaporan Penertiban IMB
	
Persentase Perencanaan Tata Ruang

Terlaksananya koordinasi penertiban IMB

	
100 %


1 Kegiatan
	



7.000.000,-
	



7.000.000,-
	




BAB IV
PENUTUP


A. PERMASALAHAN 
	         Permasalahan yang dihadapi oleh SKPD khususnya Kecamatan Bontomatene dalam prlaksanaan tugas dan fungsi organisasi adalah tata kelola manajemen pemerintahan maupun administratif oleh permasalahan internal dan eksternal.
	         Apabila pemerintahan itu timbul dari dalam organisasi tentunya itu adalah dampak dari minimnya SDM setiap pegawai sehingga mengakibatkan kinerja lemah dan outputnya kurang maksimal dan minimnya biaya operasional pelaksanaan kegiatan. Tetapi jika maslalah itu timbul dari luar organisasi, itu adalah dampak masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata kelolah dan procedural dalam pemerintahan, sehingga menimbulkan dampak menurunnya peran serta masyarakat dalam hal pembangunan. 

B. SOLUSI
Adapun solusi yang dilakukan Kecamatan Bontomatene dalam meningkatkan pelayanan yang prima adalah sebagai berikut :
1. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya dalam sebuah organisasi pemerintahan, maka perlu penambahan komposisi pegawai (Pegawai Organik) yang akan menunjang percepatan pembangunan non fisik organisasi serta penempatan posisi pegawai sesuai dengan bidang keahliannya atau disiplin ilmu yang dimilikinya.
2. Perlunya membangun pemahaman masyarakat mengenai tatalaksana pelayanan Pemerintahan  yang beretika dan bermoral.
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan
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